
BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI  PASER
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di
daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,
perlu diselenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah,
kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah
oleh Kepala Badan berdasarkan pendelegasian wewenang dari
Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser
tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN
KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom Kabupaten Paser.

3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya

disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Paser.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut
penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya
dokumen dilakukan dalam satu tempat.

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser berdasarkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan
sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha
atau kegiatan tertentu.

9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan
tertentu, baik dalam bentuk izin  dan / atau non izin.

10. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan
tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.

11. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan
penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan
kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan
ketepatan waktu.

12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang
mempunyai kewenangan untuk   memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakan PTSP, adalah sebagai upaya :
a. terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien,

transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
b. terpenuhinya hak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan di

bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
dan non perizinan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada
Kepala DPMPTSP.

(2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani
dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan
serta menangani pengaduan masyarakat.

(3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas
nama Bupati.

(4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan
dan non perizinan tetap menjadi kewenangan Bupati.

(5) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala
DPMPTSP berkewajiban untuk :
a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai

dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan

yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
e. melakukan pembinaan dan pengawasan secara administratif dalam penyelenggaraan

perizinan dan non perizinan.



BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan kewenangannya DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur perangkat
daerah yang mempunyai kewenangan bidang pelayanan perizinan.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dari SKPD
terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk
memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai
diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 7

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan
Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

(2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala
DPMPTSP.

BAB V
PENGADUAN

Pasal 8

(1) Apabila pelayanan perizinan oleh DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada
Kepala DPMPTSP.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau
tertulis melalui media yang disediakan.

(3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala
DPMPTSP, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING

DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non
perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD
sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.

(2) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non
perizinan yang diterbitkan melalui DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan
Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

(2) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka pemberian pelayanan perizinan dan
non perizinan oleh SKPD beralih menjadi kewenangan DPMPTSP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Maret 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007





PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 14 TAHUN 2017

PEDOMAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007


